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Kata Pengantar  

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan 

semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara 

transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 

2025. 

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. 

Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 

56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian 

kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 

2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2025-2029.  

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat 

pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. 

Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan  
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kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan 

berkelanjutan di masa mendatang. 

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan 

Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025. 

Bantul, 26 Febuari 2026 

Kepala, 

 

 

SARYADI, S.IP.,M.Si. 
NIP. 197612181995111001  

 

 

 

 

 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



 

 iv 

Ikht isar Eksekut i f  

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana 

Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga 

pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025. 

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 

dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) Indikator 

pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sebagai berikut : 

Terhadap perjanjian Kinerja Tahun 2025 

1. sasaran 1 : meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif 

 Diukur dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan (meta indikator :  

jumlah pengunjung wisatawan dihitung baik wisatawan yang beretribusi 

maupun non retribusi  ). Target tahun 2025 sebesar 2.861.619 orang. 

Terealisasi sebesar 5.998.418 orang dengan prosentase capaian 

sebesar209,62 % 

 Diukur dengan indikator lama tinggal wisatawan (meta indikator :  jumlah 

malam wisatawan yang menginap dibagi jumlah total wisatawan ). Target 

tahun 2025 sebesar 2,9 hari Terealisasi sebesar 1,83 hari dengan 

prosentase capaian sebesar  91,5 % 

 Diukur dengan indikator belanja wisatawan (meta indikator :  jumlah 

wisatawan dikalikan rata-rata belanja per wisatawan). Target tahun 2025 

sebesar 1.445.425 rupiah/orang Terealisasi sebesar 1.813.071 

rupiah/orang dengan prosentase capaian sebesar 125,43 % 

 Diukur dengan indikator jumlah parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi 

(meta indikator :  jumlah parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi dari 

jumlah parameter terpenuhi dibagi total parameter dikalikan 100% ). Target 

tahun 2025 sebesar 18 jumlah parameter Terealisasi sebesar 18 jumlah 

parameter dengan prosentase capaian sebesar 100 % 
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Terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 : 

1. Capaian Tujuan pembangunan pariwisata unggulan yang inklusif dan 

berkelanjutan. Diukur dengan indikator Persentase retribusi sector pariwisata 

terhadap PAD target tahun 2025 sebesar 4,97 persen tercapai sebesar 3,67 

persen, prosentase realisasi sebesar 73,84 persen. Sasaran Perangkat 

Daerah dengan 2 (dua) indikator antara lain sebagai berikut : 

 Peningkatan Kunjungan Wisatawan. Diukur dengan indikator peningkatan 

kunjungan wisatawan (meta indikator :  Jumlah wisatawan tahun n 

dikurangi jumlah wisatawan tahun n-1 dibagi Jumlah wistawan tahun n-1 

dikali 100% ). Target tahun 2025 sebesar 2,87%. Terealisasi sebesar 1,12 

% dengan prosentase capaian sebesar 39,02% 

 Tingkat Hunian Akomodasi. Diukur dengan indikator tingkat hunian 

akomodasi (meta indikator :  Jumlah kamar yang terjual dibagi Jumlah 

kamar yang tersedia dikali 100% ). Target tahun 2025 sebesar 47,77% 

Terealisasi sebesar 51,61% dengan prosentase capaian sebesar 108,04 % 

 

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa 

tantangan yang wujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai 

berikut : 

a. Meningkatkan promosi wisata melalui media cetak, elektronik dan 

media lainnya baik dalam daerah dan luar negeri;  

b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana destinasi khususnya yang 

yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk 

peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi masuk obyek 

wisata;  

c. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan pariwisata dengan akademisi 

maupun dengan pelaku wisata dan ekonomi kreatif;  

d. Peningkatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata 

dengan mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat.  
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Bab I  Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk 

pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun 

Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau 

APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:  

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah;  

2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  

   Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:  

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas 

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;  

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja 

instansi.  

B. Pembentukan OPD 

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu Organisasi 

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya di bidang Pariwisata. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Dearah nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul nomor 126 tahun 2016 yang telah 

dirubah dengan Peraturan Bupati Bantul nomor 170 tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organosasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten 

Bantul. Dan dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 Tentang 

Kedudukan, Susumam Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada 

Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas 

Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
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melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, selain itu juga mempunyai 

fungsi sebagai berikut :  

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata  

2. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata  

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pariwisata  

4. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Pariwisata  

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugasnya  

C. Susunan Organisasi  

Gambar I.1 
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 

 

 

D. Keragaman SDM  

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada 

tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:  
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Gambar I.2  

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan, Jenis Kelamin  

 dan Golongan 

NO. 

PEGAWAI 

 

Pendidikan Jml Golongan Jml 
Jenis 
Kelamis 

Jml 

1 S-3 - Gol. IV 5 Laki-Laki 39 

2 S-2 3 Gol. III 21 Perempuan 16 

3 S-1 15 Gol. II 24   

4 D.III 8 Gol. I 5   

5 SLTA/Sederajat 20     

6 SLTP/Sederajat 6     

7 SD 3     

 Jumlah 55     
         Sumber Data Kepegawaian Dinas Pariwisata Tahun 2025 

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pariwisata 

Kabupaten Bantul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi 

oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 15 orang (27,27%) , disusul oleh jenjang 

pendidikan S2 sebanyak 3 orang (5,45%), D3 8 orang (14,55%), SLTA 20 orang 

(36,36%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-

laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini 

menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM 

aparatur.   

E. Isu Strategis  

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah 

kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa 

datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang 

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau 

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk 

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang. Maka dapat 

disampaikan isu-isu strategis pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul ditinjau 

dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra 

Propinsi DIY, dan RTRW Kabupaten Bantul sebagai berikut: 

1. Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan 

dan keunggulan potensi masing-masing destinasi;  
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2. Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata 

pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan 

masyarakat (Comunnity Based Tourism);  

3. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan 

penyebarluasan informasi pariwisata melalui media cetak dan elektronik; 

1921  

4. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan 

dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik 

dan pelayanan wisata;  

5. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan perguruan 

tinggi dan akademisi;  

6. Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan. 

F. Cascading Kinerja 

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance 

Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, 

misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 

dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut: 
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Gambar I.3 
Cascading Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 
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G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025. 

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor : 

061/0470.D/EV.SAKIP/2025 tanggal 28 April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas 

Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pariwisata 

Kabupaten Bantul disampiakan saran/rekomendasi sebagai berikut : 

 

Visi kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 : 
“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, 

Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan 
dan Budaya Istimewa”. 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 
Indikator :  
1. Nilai Akuntanbilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) 
Perangkat Daerah  

2. Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) Perangkat Daerah 

 

Program Peningkatan Daya Tarik 
Destinasi Pariwisata 
Indikator : Jumlah Kunjungan 
Wisatawan 

 

Program Pemasaran Pariwisata 
Indikator : Persentase Peningkatan 
Media Pemasaran 

Program Pengembangan Sumber 
Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Indikator : Persentase SDM Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Yang Aktif dan 
Terva;idasi 

 

Program Pengembangan Ekonomi 
Kreatif Melalui Pemanfaatan dan 
Perlindungan Kah Kekayaan 
Intelektual 
Indikator : Persentase Pelaku Ekonomi 
Kreatif Yang Memiliki Kekayaan 
Intelektual 

Program Penyelenggaraan 
Keistimewaan Yogyakarta Urusan 
Kebudayaan 
Indikator : Jumlah Pengunjung di Daya 
Tarik Wisata Budaya dan Sejarah 

Misi 3 : Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local didukung 
investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk 

Tujuan : Pengembangan pariwisata unggulan yang inklusif dan berkelanjutan 

Sasaran : Meningkatkanya kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal 
Indikator : 1. Peningkatan Kunjungan Wisatawan 
                 2. Tingkat Hunian Akomodasi 
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a) Rekomendasi :  

1. Meninjau kembali indikator kinerja kegiatan sehingga terdapat keselarasan 

dengan tujuan yang akan dicapai 

2. Melakukan analisis dan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penetapan 

target kinerja 

3. Melakukan monitoring terhadapmanagemen kinerja perangkat daerah dengan 

upaya optimalisasi fungsi monevdidukung rencana aksi secara nyata dalam 

rangka pencapaian kinerja 

4. Penjelasan lebih mendalam atas efisiensi dalan pencapaian sasaran,  

program, kegiatan, subkegiatan agar disajikan dalam penyusunan laporan 

kinerja tahun mendatang 

b) Tindaklanjut Rekomendasi : 

1. Telah diupload dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

2. Pembahasan terkait penetapan target kinerja tahun 2025 telah dituangkan 

dalam notulen pembahasan (lampiran notulen sudah diupload) 

3. Telah diupload laporan monitoringdan evaluasi dan rencana aksi 

4. Pembahasan efisiensi dalam pencapaian sasaran, program, kegiatan, 

subkegiatan akan disajikan dalam penyusunan laporan kinerja tahun yang 

akan datang (dalam proses) 

c) Bukti Dukung : 

Bukti dukung bisa diunduh pada link berikut : 

https://drive.google.com/file/d/1cSbepHat4tDaEcPlF3BsNPXx1GxrhKXu/view?usp

=sharing    
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Bab I I  Perencanaan Kinerja  

A. Rencana Strategis  

Rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang merupakan 

penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 

2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 

56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2021-2026. 

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul 

pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. 

RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan 

visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera 

Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan 

acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah 

serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya 

untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. 

Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selaras dengan visi Kabupaten Bantul 

yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu : 

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, 

Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam 

Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.  

  

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 

mendukung misi yang ke 3  adalah sebagai berikut : 

Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local didukung 

investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk. 
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Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 

nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam 

RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu : 

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan 

Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. 

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul  mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 

3 adalah sebagai berikut : 

Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local didukung 

investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk. 

1. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan 

untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan 

permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar 

dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi 

pilihan tersebut. 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan 

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam 

jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 

tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul  adalah Pengembangan pariwisata 

unggulan yang inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan sasaran Dinas Pariwisata 

Kabupaten Bnatul  adalah Meningkatkanya kualitas destinasi wisata dan ekonomi 

kreatif berbasis potensi lokal dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : 

Peningkatan Jumlah Kunjungan wisatawan dan Tingkat Hunian Akomodasi.   
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Tabel II.1 
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  

RPJMD Periode 2021-2026 
Visi  : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera 
                 dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. 

 

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran/ IKU 

1. Pendayagunaan 
potensi local 
dengan 
penerapan 
teknologi dan 
penyerapan 
investasi 
berorientasi pada 
pertumbuhan 
inklusif. 
 

Mewujudkan 
perekonomian 
daerah yang 
berkualitas 

Meningkatnya kualitas 
pariwisata dan 
ekonomi kreatif 

Jumlah kunjungan wisatawan 

Lama tinggal wisatawan 
Jumlah belanja wisatawan 
Jumlah parameter kabupaten 
kreatif yang dipenuhi 

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026 

 
Tabel II.2 

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  
RPJMD Periode 2025-2029 

Visi  : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera 

                 dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. 
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran/ IKU 

1. Mewujudkan 
transformasi 
ekonomi 
berbasis 
sumberdaya 
local didukung 
investasi untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 
produk. 

 

Pengembangan 
pariwisata unggulan 
yang inklusif dan 
berkelanjutan 

Meningkatkanya 
kualitas destinasi 
wisata dan ekonomi 
kreatif berbasis potensi 
lokal 

Peningkatan Kunjungan 
Wisatawan 

 Tingkat Hunian Akomodasi 

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029 

2. Kebijakan, Strategi dan Program 

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka 

pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan 

strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak 

terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 

untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang 

diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, 

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul   merumuskan strategi dan arah kebijakan 

perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan 
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sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai 

berikut : 

 

.
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Tabel II.3 
Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 

Renstra Periode 2021-2026    
Visi  :  “ Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sehat, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai 

                  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika” 

Misi 3 : “ Pendayagunaan potensi local dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif” 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Mewujudkan 
perekonomian daerah 
yang berkualitas 
 

Meningkatnya kualitas pariwisata dan 
ekonomi kreatif 

Mengembangkan pariwisata berbasis 
masyarakat 

1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 
2. Pengembangan Sumber Daya Manusian 

Pariwisata 
3. Peningkatan promosi dan kerjasama pariwisata 
4. Pengembangan produk ekonomi kreatif lokal 

yang mendukung pariwisata 

  Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026 

Tabel II.4 
Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 

Renstra Periode 2025-2029    
Visi  :  “ Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sehat, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai 

                     Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika” 

Misi 3 : “ Pendayagunaan potensi local dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif” 

Tujuan 
 
 
Pengembangan 
pariwisata unggulan 
yang inklusif dan 
berkelanjutan 
 

Sasaran Strategi Kebijakan 

Meningkatnya kulaitas destinasi wisata 
dan ekonomi kreatif berbasis potensi 
lokal 

Pengembangan pariwisata unggulan yang 
inklusif dan berkelanjutan serta penguatan 
ekonomi kreatif berbasis potensi lokal 

1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 
2. Peningkatan media promosi melalui media 

cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam 
dan luar negeri 

3. Pengembangan SDM ekonomi kreatif melalui 
peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif 
melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi 
(kuliner,kriya,musik,fashion,dll) 

4. Pengembangan produk ekonomi kreatif lokal 
yang mendukung pariwisata 
 

  Sumber data : Renstra Tahun 2025-2029 
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Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan 

dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud 

merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka 

pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul   sebagai 

berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi  

3. Program Pemasaran Pariwisata 

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 
 

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian 

dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pariwisata Kabupaten 

Bantul   dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai 

program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.  

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari 

pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk 

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut : 

Tabel II.5  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama 

Renstra Tahun 2021-2026 

No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja 

1 Meningkatnya kualitas pariwisata 

dan ekonomi kreatif 

Jumlah kunjungan wisatawan 

  Lama tinggal wisatawan 

  Jumlah belanja wisatawan 

  Jumlah parameter kabupaten kreatif yang 

dipenuhi 

Sumber :   Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten BantulTahun 2021-2026 
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Tabel II.6  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama 

Renstra Tahun 2025-2029 

No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja 

1 Tujuan :  
Pengembangan pariwisata unggulan yang 
inklusif dan berkelanjutan 

Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap 
PAD 

2 Sasaran :  
Meningkatkanya kualitas destinasi wisata 
dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal 

Peningkatan kunjungan wisatawan 

Tingkat hunian akomodasi 

Sumber :   Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan 

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 

untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas 

Pariwisata Kabupaten Bantul   Tahun 2021 – 2026.  

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja 

dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra 

tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian 

Kinerja Tahun 2025 Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul  sebagai berikut : 

Tabel II.7 
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 

No Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Kinerja Utama 
Satuan Target TW Target 

1. 

Meningkatnya kulaitas 
pariwisata dan ekonomi 

kreatif 

Jumlah 
kunjungan 
wisatawan 

orang 2.861.619 I 2.861.619 

II 2.861.619 

III 2.861.619 

IV 2.861.619* 

Lama tinggal 
wisatawan 

hari 2,09 I 2,09 

II 2,09 

III 2,09 

IV 2,09* 

Jumlah belanja 
wisatawan 

Rupiah/orang 1.445.425 I 1.445.425 

II 1.445.425 

III 1.445.425 
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No Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Kinerja Utama 
Satuan Target TW Target 

IV 1.445.425* 

Jumlah 
parameter 
kabupaten 
kreatif yang 
dipenuhi 

Jumlah 
parameter 

18 I 18 

II 18 

III 18 

IV 18* 

 

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome. 

No Program Anggaran (Rp) 

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Dearah Kabupaten/Kota 

9.368.214.995,00 

2 Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata 5.217.297.586,00 

3 Program Pemasaran Pariwisata 632.800.696,00 

4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 
Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual 

157.031.250,00 

5 
 

6 

Program Pengembangan Sumber Daya 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Program Penyelenggaraan Keitimewaan 
Yogyakarta Urusan Kebudayaan 
                            Jumlah 

957.051.714,00 
 

999.724.000,00 
 

17.332.120.241,00 

 

 

Pada tahun 2025, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul  melaksanakan reviu 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya Perubahan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 

Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. 

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut : 

Tabel II.8  
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 

No Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Kinerja Utama 
satuan Target TW 

Target 

1. Tujuan : 
Pengembangan 
pariwisata unggulan 
yang inklusif dan 
berkelanjutan 

Persentase 
retribusi sektor 
pariwisata 
terhadap PAD 

persen 4,97 I 4,97 

II 4,97 

III 4,97 

IV 4,97* 

2. Sasaran : 
Meningkatnya kulaitas 
destinasi wisata dan 
ekonomi kreatif 

Peningkatan 
kunjungan 
wisatawan 

persen 2,87 I 2,87 

II 2,87 

III 2,87 

IV 2,87* 
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No Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Kinerja Utama 
satuan Target TW 

Target 

berbasis potensi lokal Tingkat hunian 
akomodasi 

persen 47,69 I 47,69 

II 47,69 

III 47,69 

IV 47,69* 
 

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome. 

No Program Anggaran (Rp) 

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Dearah Kabupaten/Kota 

9.988.752.190,00 

2 Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata 4.750.808.644,00 

3 Program Pemasaran Pariwisata 1.088.644.616,00 

4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 
Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual 

151.781.250,00 

5 
 

6 

Program Pengembangan Sumber Daya 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Program Penyelenggaraan Keitimewaan 
Yogyakarta Urusan Kebudayaan 
Jumlah 

802.187.652,00 
 

810.149.000,00 
 

17.592.323.352,00 
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C. Program untuk Pencapaian Sasaran 

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan 

dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih 

sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pariwisasta Kabupaten 

Bantul. . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 

2025 sebagai berikut : 

Tabel II.9  
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 

No Sasaran Didukung program 

1. 

Meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif 

Program Peningkatan Daya 
Tarik Destinasi Pariwisata 
Program Pemasaran 
Pariwisata 
Program Pengembangan 
Ekonomi Kreatif Melalui 
Pemanfaatan dan 
Perlindungan Hak Kekayaan 
Intelektual 
Program Pengembangan 
Sumber Daya Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 
Program Penyelenggaraan 
Keistimewaan Yogyakarta 
Urusan Kebudayaan 

Sumber : Renstra tahun 2021-2026 

 
Tabel II.10  

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 

No Sasaran 
Didukung jumlah 

program 

1. Meningkatnya kualitas destinasi wisata dan ekonomi 
kreatif berbasis potensi lokal 

Program Peningkatan 
Daya Tarik Destinasi 
Pariwisata 
Program Pemasaran 
Pariwisata 
Program Pengembangan 
Ekonomi Kreatif Melalui 
Pemanfaatan dan 
Perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual 
Program Pengembangan 
Sumber Daya Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif 
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No Sasaran 
Didukung jumlah 

program 
Program 
Penyelenggaraan 
Keistimewaan Yogyakarta 
Urusan Kebudayaan 

Sumber : Renstra tahun 2025-2029 

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja 

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

(SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi 

https://esakip.bantulkab.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk 

Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan 

evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. 

Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan 

evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evalusi RPJMD(E.60) 

yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan 

sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. 
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Bab I I I  Akuntabi l i tas Kinerja 

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari 

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah 

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah 

orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya 

anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada 

level keluaran, hasil maupun dampak. 

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah 

satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi 

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan 

publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, 

pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting 

dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah 

dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah 

berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan 

Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang 

dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut 

menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan 

Kinerja ini.   
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Tabel III.1 
Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No 
Interval Nilai Realisasi 

Kinerja 

Kriteria Penilaian Realisasi 

Kinerja 
Kode 

1 ≥ 90 Sangat Tinggi  

2 76 ≤ 90 Tinggi   

3 66 ≤ 75 Sedang   

4 51 ≤ 65 Rendah   

5 ≤ 50 Sangat Rendah  

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 

Secara umum Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas 

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen 

Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target 

kinerja dengan realisasi kinerja.  

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 

sebagai berikut : 

Tabel III.2 
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025  

No 
Tujuan 

/Sasaran 

Indikator 
Kinerja 
Utama 

Capaian 
2024 

2025 Target 
Akhir 

Renstra 
(2026) 

Capaian 
s/d 2025 
terhadap 
2026 (%) 

Target Realisasi 
%  

Realisasi 

1 Sasaran : 
Meningkatnya 
kualitas 
pariwisata dan 
ekonomi 
kreatif 

Jumlah kunjungan 
wisatawan 

5.937.365 
orang 

2.861.619 
orang 

5.998.4
18 

orang 

209,62 3.011.65
4 orang 

199,16 

Lama tinggal 
wisayawan 

1,86 hari 2,09 hari 1,83 
hari 

87,56 2,1 har 87,14 

Jumlah belanja 
wisatawan 

1.857.425 
rupiah/ora

ng 

1.445.425 
rupiah/ora

ng 

1,813.0
71 

rupiah/o
rang 

125,43 904.565 
rupiah/or

ang 

200,47 

Jumlah parameter 
kabupaten kreatif 
yang dipenuhi 

18 jumlah 
parameter 

18 jumlah 
parameter 

18 
jumlah 

paramet
er 

100,00 18 jumlah 
parameter 

100,00 

Sumber : esakip ROPK tahun 2025, 
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Tabel III.3 
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025  

No 
Tujuan 

/Sasaran 

Indikator 
Kinerja 
Utama 

Capaian 
2024 

2025 Target 
Akhir 

Renstra 
(2026) 

Capaian 
s/d 2025 
terhadap 
2026(%) 

Target Realisasi 
%  

Realisasi 

1 Tujuan :         

Pengembanga
n pariwisata 
unggulan yang 
inklusif dan 
berkelanjutan. 

Persentase 
retribusi sektor 
pariwisata 
terhadap PAD 

7,42 4,97 3,67 73,84 5,13 73,84 

2 Sasaran        

Meningkatny
a kualitas 
destinasi 
wisata dan 
ekonomi 
kreatif 
berbasis 
potensi lokal 

Peningkatan 
kunjungan 
wisatawan 

2,85 2,87 1,13 39,37 2,88 39,24 

Tingkat hunian 
akomodasi 

47,61 47,69 51,61 108,22 47,77 108,09 

Sumber : esakip ROPK tahun 2025 

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 

B.1.1  Sasaran  Jumlah Kunjungan Wisatawan. 

Dalam sub bab ini disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata 

Kabupaten Bantul yang dicerminkan dalam indikator kinerja. Adapun evaluasi dan 

analisissecara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai 

berikut : 

Tabel III.4  
Rencana dan Realisasi Capaian  

Sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan 

No 
Indikator 
Kinerja 
Utama 

Capaian 
2024 

2025  
Target 
Akhir 

Renstra 
(2026) 

Capaian 
terhadap 

Akhir 
Renstra 
tahun 

2026(%) 

Target Realisasi 
% 

Realisasi 

1. Jumlah 
Kunjungan 
Wisatawan 

5.937.365 2.861.619 5.998.418 209,62 3.011.654 199,17 

Sumber : esakip ROPK tahun 2025 

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang 

ditetapkan tahun 2025 adalah 2.861.619 orang, realisasi sebesar 5.998.418 orang, 

tercapai 209,62% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi  

tahun sebelumnya (2024) sebesar 5.937.365 orang atau tercapai sebesar 238,55%, 
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maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 1,03%. Perhitungan dalam capaian 

sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan ini menggunakan formula : Jumlah Kunjungan 

Wisatawan Tahun n baik yang beretribusi (yang dikelola oleh pemerintah) dan yang 

tidak beretribusi (yang bukan dikelola pemerintah). Sedangkan target capaian tahun 

2026 (akhir Renstra) sebesar 3.011.654 orang, sehingga capaian tahun 2025 ini telah 

menyumbangkan 199,17% dari target akhir Renstra tahun 2026. 

Kenaikan jumlah kunjungan masih relatif rendah dari tahun sebelumnya, hal ini 

masih ada beberapa kendala terutama belum meratanya penyebaran kunjungan 

wisatawan di semua obyek wisata. Dengan adanya JJLS dan dibukanya Jembatan 

Kabanaran celah masuk ke obyek wisata khususnya pantai selatan dijadikan peluang 

bagi pengunjung untuk masuk obyek tanpa melewati pintu TPR (Tempat Pemungutan 

Retribusi), sehingga jumlah pengunjung wisatawan tidak tercatat dan potensi 

pendapatan retribusi juga berkurang. Dari pergerakan pengunjung wiatawan selama 5 

(lima) tahun terakhir bisa dilihat pada tabel berikut : 

Gambar III.1 
Grafik Sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan 

 
 Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 

 

Kunjungan wisatawan dihitung dari jumlah wisatawan yang masuk ke destinasi 

baik yang beretribusi (destinasi yang dikelola oleh pemerintah daerah) maupun 

destinasi yang bukan dikelola oleh pemerintah daerah. Kenaikan signifikan pada tahun 

2022 mencerminkan mulai pulihnya sektor pariwisata Kabupaten Bantul pasca 

pandemi, seiring dengan pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat dan 

meningkatnya mobilitas wisatawan. Pada periode 2023–2025, pertumbuhan kunjungan 

wisatawan cenderung stabil dengan laju peningkatan yang lebih moderat, 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



 

 23 

menunjukkan bahwa sektor pariwisata telah memasuki fase pemantapan (stabilisasi) 

dengan tingkat kunjungan yang relatif tinggi. Kondisi tersebut menandakan bahwa 

Kabupaten Bantul mampu mempertahankan daya tarik wisatanya secara 

berkelanjutan, baik melalui pengelolaan destinasi, peningkatan kualitas layanan 

pariwisata, maupun penguatan promosi dan penyelenggaraan berbagai kegiatan 

pariwisata. 

Adapun faktor pendukung dan Faktor Penghambat dalam pencapaian indikator 

kinerja antara lain sebagai berikut : 

Faktor Pendukung : 

1. Meningkatnya kualitas dan daya saing destinasi wisata di Kabupaten Bantul. 

2. Optimalisasi promosi pariwisata melalui media digital dan penyelenggaraan 

event pariwisata. 

3. Membaiknya infrastruktur dan aksesibilitas menuju destinasi wisata. 

4. Meningkatnya kepercayaan dan minat wisatawan untuk berkunjung ke 

destinasi wisata lokal. 

 

Faktor Penghamat : 

1. Masih Minimnya diversifikasi destinasi wisata, dimana obyek wisata masih 

didominasi oleh wisata alam dan pantai, sementara belum banyak inovasi 

dalam wisata budaya, edukasi dan hiburan.  

2. Masih kurangnya promosi dan digitalisasi wisata melalui media digital seperti 

media social maupun kolaborasi dengan influencer.  

3. Infrastruktur pendukung masih belum maksimal, seperti jalan menuju 

destinasi wisata masih kurang memadai dan kurangnya transportasi umum 

yang terintegrasi dengan destinasi wisata, hal ini membuat wisatawan harus 

menghandalkan menggunakan kendaraan pribadi atau sewa kendaraan.  

 

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Jumlah Kunjungan Wisatawan 

yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 

e. Meningkatkan promosi wisata melalui media cetak, elektronik dan media 

lainnya baik dalam daerah dan luar negeri;  

f. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana destinasi khususnya yang yang 

dikelola oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk peningkatan 

pendapatan asli daerah melalui retribusi masuk obyek wisata;  
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g. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan pariwisata dengan akademisi 

maupun dengan pelaku wisata dan ekonomi kreatif;  

h. Peningkatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dengan 

mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat.  

 

Dalam melaksanakan tugas fungsi  guna mencapai tujuan dan sasaran  Dinas 

Pariwisata Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan 

kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksankan adalah digitalisasi layanan terhadap 

pengunjung wisatawan dengan menggunakan aplikasi Beti Sakebon (Beli Tiket Wisata 

ke Bantul Online), aplikasi ini untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan yang 

akan masuk ke obyek wisata Bantul tanpa harus datang langsung ke loket pemungutan 

retribusi dan bisa dilakukan dimana saja sebelum kunjungan sehingga bisa 

meminimalisir antrian. Dalam aplikasi ini wisatawan bisa memilih tanggal kunjungan, 

pembayaran secara non tunai dan mendapatkan e-tiket yang dapat ditunjukan melalui 

QR Code saat tiba di lokasi. Secara keseluruhan Beti Sakebon merupakan salah satu 

inovasi digital penting untuk mewujudkan pariwisata yang lebih cepat, nyaman, dan 

terintegrasi di Kabupaten Bantul pada era transformasi digital. 
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B.1.2  Sasaran  lama Tinggal Wisatawan 

Dalam capaian indikator Lam Tinggal Wisatawan realisasinya menunjukan 

hasil yang baik dan bisa melampui target pada tahun 2025. Adapun capaian tersebut 

bisa dilihat pada tabel berikut : 

Tabel III.5 
Rencana dan Realisasi Capaian  

Sasaran lama Tinggal Wisatawan 

No 
Indikator Kinerja 

Utama 
Capaian 

2024 

2025  
Target 
Akhir 

Renstra 
(2026) 

Capaian 
terhadap 

Akhir 
Renstra 
tahun 

2026(%) 

Target Realisasi 
% 

Realisasi 

1. Lama Tinggal 
Wisatawan 

1,86 2,09 1,83 87,56 2,1 87,14 

Sumber : esakip ROPK tahun 2025 

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukan hasil yang baik. Target yang 

ditetapkan tahun 2025 adalah 2,09 hari realisasi sebesar 1,83 hari atau 87,56% atau 

bernilai Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 1,86 

hari atau tercapai sebesar 106,29% dari target yang ditetapkan maka capaian tahun 

2025 mengalami penurunan sebesar 1,61%. Dalam perhitungan sasaran Lama Tinggal 

Wisatawan ini menggunakan formula : Rata-rata lama tinggal wisatawan dalam dalam 

tahun. 

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 2,1 hari Capaian tahun 

2025 ini telah menyumbangkan 87,14% dari target akhir Renstra tahun 2026. Langkah-

langkah untuk yang harus diperhatikan agar target IKU bisa mencapai maksimal salah 
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satunya dengan peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan kelembagaannya. 

Adapun permasalahan yang antara lain sebagai berikut : 

1. Belum optimalnya perwujudan Sapta Pesona dan Sadar Wisata di setiap 

pokdarwis dan desa wisata di Kabupaten Bantul  

2. Belum Optimalnya impelentasi Sadar Wisata di masyarakat dan bagi 

pelaku wisata  

3. Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pariwisata  

Sedangkan solusinya antara lain :  

1.  Peningkatan dan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia pariwisata 

serta kelembagaan pengelolaan destinasi wisata  

2. Pelaksanaan pembinaan bagi pokdarwis dan pelaku wisata secara 

berkesinambungan melalui pelatihan, sosialisasi atau bimtek.  

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Lama Tinggal Wisatawan 

yang akan dilaksanakan sebagai berikut :  

1. Meningkatkan promosi wisata melalui media cetak, elektronik maupun 

media lainnya baik secara online maupun online  

2. Meningkatkan jumlah atraksi atau event wisata di semua destinasi 

terutama untuk event yang diselenggarakan dimalam hari  

3. Meningkatkan kemitraan dan kelembagaan pariwisata baik dengan pihak 

akademisi maupun dengan pelaku wisata/asosiasi  

Gambar III.2 
Grafik Sasaran Lama Tinggal Wisatawan 

 

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 
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B.1.3  Sasaran  Jumlah Belanja Wisatawan 

Capaian indikator kinerja Jumlah Belanja Wisatawan realisasinya menunjukan 

hasil yang baik dan bisa melampui target pada tahun 2025. Adapun capaian tersebut 

bisa dilihat ada table berikut : 

Tabel III.6  
Rencana dan Realisasi Capaian  

Sasaran Jumlah Belanja Wisatawan 

No 
Indikator 
Kinerja 
Utama 

Capaian 
2025 

2025  
Target 
Akhir 

Renstra 
(2026) 

Capaian 
terhadap 

Akhir 
Renstra 
tahun 

2026(%) 

Target Realisasii 
% 

Realisasi 

1. Jumlah 
Belanja 
Wisatawan 

1.857.425 1.445.425 1.813.071 125,43 904.585 200,43 

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang 

ditetapkan tahun 2025 adalah 1.445.425 rupiah/orang, realisasi sebesar 1.813.071 

rupiah/orang, tercapai 125,43% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan 

dengan realisasi  tahun sebelumnya (2024) sebesar 1.857.425 rupiah/orang atau 

tercapai sebesar 226,39% maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 10,09%. Dalam 

perhitungan sasaran Jumlah Belanja Wisatawan dengan cara menghitung Rata-rata 

belanja wisatawan saat berkunjung. 

                                               Gambar III.3 
                     Grafik Sasaran Jumlah Belanja Wisatawan 

 
          Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 
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Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 904.565 rupiah/orang. 

Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 200,43% dari target akhir Renstra tahun 

2026. Jika dilihat dari capaian pada tahun 2025 merupakan hasil yang cukup maksimal 

namun tetap harus memperhatikan agar target IKU bisa tercapai secara maksimal dan 

berkesimabungan maka salah satunya dengan melakukan peningkatan Sumber Daya 

Manusia Pariwisata dan kelembagaannya dan pengembangan ekonomi kreatif.  

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan 

terkait peningkatan sasaran Jumlah Belanja Wisatawan pada tahun 2025, program 

yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indikator Cakupan 

Peningkatan Destinasi Pariwisata pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 3,13 

persen tercapai sebesar 3,13 persen program ini didukung kegiatan antara lain : 

a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Destinasi Wisata Kabupaten/Kota, dengan 

didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu : 

 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata 

Kabupaten/Kota 

 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata 

Unggulan Kabupaten/Kota 

b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan 

didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu: 

 Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 

 Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 

c. Kegiatan Penglolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, didukung oleh 1 sub 

kegiatan yaitu : 

 Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 

d. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, 

didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu : 

 Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan 

Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di 

Kabupaten/Kota 

 Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI-CHSE) di 

Kabupaten/Kota 
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 Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata 

2. Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator Cakupan Peningkatan 

Kunjungan Wisatawan, pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 2 persen tercapai 

2 persen program ini didukung kegiatan antara lain : 

a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, destinasi 

dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh 4 

subkegiatan yaitu : 

 Subkegiatan Penguatan Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak, Elektronik 

dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 

 Subkegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten/Kota Baik 

Dalam dan Luar Negeri 

 Subkegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri 

 Subkegiatan Peningkatan Kerj Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan 

Luar Negeri 

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan 

Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator Cakupan Pengembangan Ekonomi 

Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada 

tahun 2025 mentargetkan sebesar 50 persen tercapai sebesar 50 persen program 

ini didukung kegiatan antara lain : 

a. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan didukung oleh 2 

sub kegiatan yaitu : 

 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 

 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi 

Kreatif 

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan 

indikator Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 

tahun 2024 mentargetkan sebesar 2 CBT persen tercapai sebesar 2 CBT program 

ini didukung kegiatan antara lain : 

a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, didukung oleh 3 sub kegiatan 

yaitu : 

 Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi 

Ekonomi Kreatif 
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 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Ekonomi Kreatif  

 Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk 

Pengembangan Pariwisata 

5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan 

indikator Cakupan Desa Wisata pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 36 persen 

tercapai sebesar 36 persen program ini didukung kegiatan antara lain : 

a. Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, didukung oleh 1 

sub kegiatan yaitu:  

 Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 

B.1.4  Sasaran  Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi 

Dalam capaian indikator kinerja Lama Tinggal Wisatawan realisasinya 

menunjukan hasil yang baik dan bisa melampui target pada tahun 2025. Adapun 

capaian tersebut bisa dilihat ada table berikut : 

Tabel III.7  
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran  

Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi 

No 
Indikator Kinerja 

Utama 
Capaian 

2024 

2025 
Target 
Akhir 

Renstra 
(2026) 

Capaian 
terhadap 

Akhir 
Renstra 
tahun 

2026(%) 

Target Realisasi 
% 

Realisasi 

1. Jumlah Parameter 
Kabupaten Kreatif Yang 
Dipenuhi 

18 Jumlah 
Parameter 

 

18 Jumlah 
Parameter  

18 Jumlah 
Parameter  

100 18 Jumlah 
Parameter 

100% 

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang 

ditetapkan tahun 2025 adalah 18 jumlah parameter, realisasi sebesar 18 jumlah 

parametr tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan 

realisasi  tahun sebelumnya (2024) sebesar 18 jumlah parameter atau tercapai 

sebesar 100% maka capaian tahun 2025 meunjukan angka yang sama. Dalam 

perhitungan sasaran Jumlah Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi dengan cara 

menghitung Jumlah parameter kabupaten kreatif pada tahun n  Capaian kinerja di atas 

merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran 

Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi pada tahun 2025, program yang 

dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut : 
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1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan 

Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator Cakupan Pengembangan Ekonomi 

Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada 

tahun 2024 mentargetkan sebesar 18 Jumlah Parameter tercapai sebesar 18 

Jumlah Parameter program ini didukung kegiatan antara lain : 

a. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan didukung oleh 2 

sub kegiatan yaitu : 

 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 

 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi 

Kreatif 

B.2.  Tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 

Tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yaitu Pengembangan Pariwisata 

Unggulan yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan indikator Persentase retribusi sektor 

pariwisata terhadap PAD.  

Tabel III.8  
Rencana dan Realisasi Capaian  

Tujuan Persentase Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD 

No 
Indikator Kinerja 

Utama 
Capaian 

2024 

2025  
Target 
Akhir 

Renstra 
(2029) 

Capaian 
terhadap 

Akhir 
Renstra 
tahun 

2029(%) 

Target Realisasi 
% 

Realisasi 

1. Persentase retribusi 
sektor pariwisata 
terhadap PAD 

7,42 4,97 3,67 73,84 5,62 62,84 

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tahun 2025 

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang 

ditetapkan tahun 2025 adalah 4,97, realisasi sebesar 3,67, tercapai 73,84% atau 

bernilai kinerja Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi  tahun sebelumnya (2024) 

sebesar 7,42 atau tercapai sebesar 154,58%, maka capaian tahun 2025 menurun 

sebesar 80,74%. Dalam penghitungan realisasi menggunakan formula : Total Realisasi 

PAD Sektor Pariwisata dibagi Total Realisasi PAD dikali seratus persen. 
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Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 5,13 Capaian tahun 2025 ini 

telah menyumbangkan 71,96% dari target akhir Renstra tahun 2026. 

Analisis ketercapaian indikator tujuan persentase retribusi sektor pariwisata 

terhadap PAD sebagai berikut : 

1. Realisasi tercapai 3,67 pada tahun 2025 dengan demikian persentase realisasi 

terhadap target sebesar 73,84% 

2. Dibandingkan dengan tahun lalu (2024) realisasi sebesar 7,42 sehingga terdapat 

penurunan sebesar  3,75 

3. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap tahun 2029 (akhir Renstra) 

sebesar 62,84%. 

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator : 

1. Penurunan kunjungan akibat faktor cuaca, kondisi ekonomi nasional, maupun 

perubahan tren wisata yang berdampak pada penerimaan retribusi obyek wisata 

2. Perubahan prefensi wisatawan yang cenderung memilih destinasi dengan biaya 

lebih rendah atau mengurangi pengeluaran wisata sehingga dapat menurunkan 

potensi retribusi. 

3. Masih terbatasnya infrastruktur pendukung yang belum maksimal seperti akses 

jalan menuju destinasi, fasilitas umum, tempat parkir) yang sangat berpengaruh 

terhadap minat pengunjung obyek wisata. 

4. Kondisi cuaca ekstrim dan bencana alam yang berpotensi mengurangi aktivitas 

wisata khususnya pada destinasi berbasis alam. 
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Faktor pendorong dalam pencapaian indikator : 

1. Penguatan promosi melalui media digital serta kolaborasi dengan komunitas 

dan pelaku ekonomi kreatif dalam miningkatkan daya tarik wisata. 

2. Pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mendorong pertumbuhan 

destinasi baru yang berkontribusi terhadap penerimaan sektor pariwisata. 

3. Kolaborasi dengan stakeholder antara pemerintah daerah, pelaku usaha, 

komunitas dan sektor swasta untuk memperkuat ekosistem pariwisata. 

4. Kesadaran masyarakat terhadap pariwisata berkelanjutan dengan cara 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan 

kenyamanan destinasi wisata sebagai upaya peningkatan kunjungan wisatawan.  

B.2.1  Sasaran Peningkatan Kunjungan Wisatawan 

Sasaran Peningkatan kunjungan wisatawan merupakan indikator 1 tertuang 

pada tabel berikut :  

Tabel III.9 
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran  

Peningkatan Kunjungan Wisatawan 

No 
Indikator Kinerja 

Utama 
Capaian 

2024 

2025  
Target 
Akhir 

Renstra 
(2029) 

Capaian 
terhadap 

Akhir 
Renstra 
Tahun 

2029(%) 

Target Realisasi 
% 

Realisasi 

1. Peningkatan 
Kunjungan 
Wisatawan 

2,85 2,87 1,03 35,89 2,91 35,39 

Sumber : esakip ROPK tahun 2025 

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang 

ditetapkan tahun 2025 adalah 2,87, realisasi sebesar 1,03, tercapai 35,89% atau 

bernilai kinerja Rendah. Dibandingkan dengan realisasi  tahun sebelumnya (2024) 

sebesar 2,85 atau tercapai sebesar 99,65%, maka capaian tahun 2025 menurun 

sebesar 1,82%. Dalam peghitungan realisasi menggunakan formula : Jumlah 

wisatawan tahun n dikurangi Jumlah wisatawan tahun n – 1 dibagi Jumlah wisatawan 

tahun n – 1 dikali seratus persen. 
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Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 2,88 Capaian tahun 2025 ini 

telah menyumbangkan 35,39% dari target akhir Renstra tahun 2029. 

Gambar III.4 
Grafik Sasaran Peningkatan Kunjungan Wisatawan 

Tahun 2021 – 2025 
 

 
     Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 

 
 
Analisis perbandingan realisasi indikator peningkatan kunjungan wisatawan 

pada tahun 2025 sebagai berikut : 
 

No. Tingkat Nasional Tingkat DIY 

1. Tahun 2025 menunjukkan tren 
pertumbuhan posistif dan stabil 
paska pemulihan pariwisata 

Di DIY menunjukkan lonjakan 
wisatawan secara signifikan pada 
saat periode liburan panjang/cuti 
bersama 

2. Peningkatan wisatawan nusantara 
lebih dominan dibanding wisatawan 
mancanegara 

Di Kabupaten/Kota destinasi 
alam dan budaya unggulan 
mengalami peningkatan 
kunjungan wisatawan 
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No. Tingkat Nasional Tingkat DIY 

3. Pasar domestik menjadi 
penompang utama pertumbuhan 
sektor pariwisata nasional 

Kabupaten Bantul secara 
keseluruhan termasuk daerah 
yang memberikan kontribusi 
kunjungan yang cukup besar 
dalam struktur pariwisata di DIY 

 

Faktor Penghambat dalam pencapaian realisasi peningkatan kunjungan wisatawan: 

1. Persaingan antar destinasi wisata dan meningkatnya promosi destinasi wisata 

lain di Kabupaten/Kota sehingga mempengaruhi distribusi kunjungan wisatawan. 

2. Keterbatasan infrastruktur pendukung seperti : kapasitas tempat parkir, akses 

jalan menuju destinasi, serta fasilitas umum yang belum sepenuhnya optimal. 

3. Faktor cuaca dan kondisi alam terutama untuk destinasi yang berbasis alam, 

maka kondisi cuaca ekstrim berpotensi mengurangi kunjungan pada periode 

tertentu.  

Faktor pendorong dalam pencapaian realisasi peningkatan kunjungan wisatawan: 

1. Penyelenggaraan event budaya, seni, dan ekonomi kreatif secara rutin menjadi 

daya tarik tambahan yang menjaga stabilitas kunjungan. 

2. Kolaborasi dengan komunitas dan pelaku usaha dalam meningkatkan daya tarik 

wisata. 

3. Letak strategis Kabupaten Bantul dalam wilayah DIY memberikan dampak 

limpahan kunjungan wisata sebagai destinasi unggulan. 

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Peningkatan Kunjungan 

Wisatawan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Meningkatkan promosi wisata melalui media cetak, elektronik dan media lainnya 

baik dalam daerah dan luar negeri;  

b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana destinasi khususnya yang yang 

dikelola oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan 

asli daerah melalui retribusi masuk obyek wisata;  

c. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan pariwisata dengan akademisi maupun 

dengan pelaku wisata dan ekonomi kreatif;  

d. Peningkatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dengan 

mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat.  
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Dalam melaksanakan tugas fungsi  guna mencapai tujuan dan sasaran  Dinas 

Pariwisata Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan 

kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksankan adalah digitalisasi layanan terhadap 

pengunjung wisatawan dengan menggunakan aplikasi Beti Sakebon (Beli Tiket Wisata 

ke Bantul Online), aplikasi ini untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan yang 

akan masuk ke obyek wisata Bantul tanpa harus datang langsung ke loket pemungutan 

retribusi dan bisa dilakukan dimana saja sebelum kunjungan sehingga bisa 

meminimalisir antrian. Dalam aplikasi ini wisatawan bisa memilih tanggal kunjungan, 

pembayaran secara non tunai dan mendapatkan e-tiket yang dapat ditunjukan melalui 

QR Code saat tiba di lokasi. Secara keseluruhan Beti Sakebon merupakan salah satu 

inovasi digital penting untuk mewujudkan pariwisata yang lebih cepat, nyaman, dan 

terintegrasi di Kabupaten Bantul pada era transformasi digital. 

B.2.2  Sasaran  Tingkat Hunian Akomodasi 

Sasaran Peningkatan kunjungan wisatawan merupakan indikator 1 tertuang 

pada tabel berikut :  

Tabel III.10 
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran  

Tingkat Hunia Akomodasi 

No 
Indikator Kinerja 

Utama 
Capaian 

2024 

2025  
Target 
Akhir 

Renstra 
(2029) 

Capaian 
terhadap 

Akhir 
Renstra 
Tahun 

2029(%) 

Target Realisasi 
% 

Realisasi 

1. Tingkat Hunian 
Akomodasi 

47,61 47,69 51,61 108,22 48,01 107,50 

Sumber : esakip ROPK tahun 2025 

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target 

yang ditetapkan tahun 2025 adalah 47,69, realisasi sebesar 51,61, tercapai 108,22% 

atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi  tahun sebelumnya 

(2024) sebesar 47,61 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2025 

meningkat sebesar 8,22%. Dalam peghitungan realisasi menggunakan formula : 

Jumlah kamar yang terjual dibagi Jumlah kamar yang tersedia dikali seratus persen. 
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Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 47,77 Capaian tahun 2025 

ini telah menyumbangkan 107,50% dari target akhir Renstra tahun 20 

Gambar III.5 
Grafik Sasaran Tingkat Hunian Akomodasi Tahun 2021-2025 

 
            Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan 

terkait peningkatan sasaran Tingkat Hunian Akomodasi pada tahun 2025, program 

yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  dengan indikator Cakupan 

Peningkatan Destinasi Pariwisata pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 3,13 

persen tercapai sebesar 3,13 persen program ini didukung kegiatan antara lain : 
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a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, dengan didukung 

oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu : 

 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata 

Unggulan Kabupaten/Kota 

 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata 

Kabupaten/Kota 

b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan 

didukung oleh 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu : 

 Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 

 Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota  

c. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan didukung 

oleh 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu : 

 Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  

d. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, 

dengan didukung oleh 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu : 

 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan 

Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di 

kabupaten/kota 

 Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten 

Kota 

 Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota 

2. Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator Cakupan Peningkatan Kunjungan 

Wisatawan, pada tahun 2025 mentragetkan sebesar 2 persen tercapai 2 persen, 

program ini didukung kegiatan : 

a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi 

dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh 4 

(empat) Sub Kegiatan yaitu : 

 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Priwisata 

Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri 

 Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam 

dan Luar Negeri 

 Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan 

Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 
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 Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan 

Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan 

Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator Cakupan Pengembangan Ekonomi 

Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada 

tahun 2025 mentargetkan 50 persen tercapai 50 persen, program ini didukung 

kegiatan : 

a. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan didukung oleh 2 

(dua) Sub Kegiatan yaitu : 

 Sub Kegiatan Penyusunan Rencan Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 

 Sub Kegiatann Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi 

Kreatif 

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan 

indikator Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 

2025 mentargetkan  2 (dua) CBT tercapai 2 (duaI CBT, program ini didukung 

kegiatan : 

a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, dengan didukung oleh 3 (tiga) Sub Kegiatan 

yaitu : 

 Sub Kegiatan Fasilitasi, Proses Kreasi , Produksi, Distribusi Konsusmsi dan 

Konservasi Ekonomi Kreatif 

 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Ekonomi Kreatif 

 Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk 

Pengembangan Pariwisata 

5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan 

indikator Cakupan Desa Wisata pada tahun 2025 mentargetkan 37,33 persen 

tercapai 37,33 persen program ini didukung oleh kegiatan : 

a. Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, dengan didukung 

oleh 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu : 

 Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 
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C. Akuntabilitas Anggaran  

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan 

Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk 

dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul   

sebesar Rp17.750.161.352,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan 

realisasi belanja sebesar Rp17.187.824.986,00, atau sebesar 96,83%. 

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai 

program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah 

sebagai berikut : 

Tabel III.11 

 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025 

No Sasaran Anggaran (Rp) % 

1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 4.799.896.644,00 27,04 

2 Program Pemasaran Pariwisata 1.088.644.616,00 6,13 

3 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui 
Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaaan 
Intelektual 

151.781.250,00 0,85 

4 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 

802.187.652,00 4,52 

5 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta 
Urusan Kebuadayaan 

905.899.000,00 5,10 

Jumlah 7.748.409.162,00 43,65 

Belanja Pendukung 10.001.752.190,00 56,35 

Total Belanja 17.750.161.352,00  

Sumber : esakip ROPK dan SIPD. 

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan 

program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan 

anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah 

anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran 

Dinas Pariwisata Kabupaten Bnatul sebesar Rp 7.748.409.162,00 atau sebesar 

43,65% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung 

sebesar Rp 10.001.752.190,00 atau sebesar 56,35% dari total belanja. 

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian 

sasaran, sasaran dengan anggaran paling besar adalah sasaran Jumlah Kunjungan 

Wisatawan dengan besaran anggaran 27,04% dari total belanja. Sementara itu, 
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sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Jumlah Kunjungan 

Wisatawan sebesar 0,85% dari total anggaran belanja. 

Belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terdiri dari balanja Pegawai, belanja 

modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai 

terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan 

lain-lain sebesar Rp. 7.947.484.088,00  teralisasi sebesar 44,77 %. Serapan ini tidak 

bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan 

pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Pariwisata 

Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya. 

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 96,83% dari total anggaran 

belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang 

terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 43,65%, sedangkan realisasi untuk 

program/kegiatan pendukung sebesar 99,51%.  

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada 

program/kegiatan di IKU Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 99,87%, sedangkan 

penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Jumlah Kunjungan 

Wisatawan  sebesar 99,02%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka 

sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan menyerap anggaran paling besar yaitu 27,04% 

dari target. Sedangkan sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan menyerap anggaran 

terkecil yaitu 0,85% dari target. 

Anggaran dan realisasi belanja  Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai 

program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut 

: 

Tabel III.12 
 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 

 

No 
Sasaran/Indikator 

Kinerja 

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 Cakupan 
Peningkatan 
Destinasi 
Pariwisata 

3,13 
persen 

3,13 
persen 

100 4.799.896.644,00 4.752.705.925,00 99,02 

2 Cakupan 
Peningkatan 
Kunjungan 
Wisatawan 

2 
persen 

2 persen 100 1.088.644.616,00 1.087.233.040,00 99,87 

3 Cakupan 
Pengembangan 
Ekonomi Kreatif 

35 
persn 

35 persn 100 151.781.250,00 149.835.875,00 98,72 
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No 
Sasaran/Indikator 

Kinerja 

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

Melalui 
Pemnafaatan dan 
Perlindungan Hak 
Kekayaan 
Intelektual 

4 Pengembangan 
Sumber Daya 
Parisata dan 
Ekonomi Kreatif 

2 CBT 2 CBT 100 802.187.652,00 800.192.404,00 99,75 

5 Cakupan Desa 
Wisata 

36 
persen 

36 
persen 

100 905.899.000,00 902.181.335,00 99,59 

6 Capaian Nilai 
Akuntanilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah (AKIP) 

84 
angka 

84 angka 100 10.001,752.190,00 9.495.676.407,00 94,94 

Sumber Data : esakip ROPK dan SIPD. 

D. Efisiensi Sumber Daya 

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 3,17%, dari total anggaran belanja 

yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas 

kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi 

terdapat penghematan anggaran.  

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,49%, sedangkan 

efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 5,06%. Jika dilihat dari efisiensi 

anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Jumlah 

Kunjungan Wisatawan sebesar 1,28%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada 

program/kegiatan di IKU Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 0,13%. Jika dilihat dari 

efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan, memiliki 

efisiensi anggarannya paling besar yaitu 0,98% dari anggaran target. Sedangkan 

sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 1,28% dari 

anggaran target. 

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan 

dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut: 
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Tabel III.13 
 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 

 

No Sasaran/Indikator Kinerja 
Anggaran 

Target (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi % 

1 Jumlah Kunjungan 
Wisatawan 

7.748.409.162,00 7.692.148.579,00 56.260.583,00 0,73 

2 Lama Tinggal Wisatawan 

3 Jumlah Belanja Wisatawan 

4 Jumlah Parameter 
Kabupaten Kreatif Yang 
Dipenuhi 

Jumlah 7.748.409.162,00 7.692.148.579,00 56.260.583,00 0,73 

Belanja Pendukung 10.001.752.190,00 9.495.676.407,00 506.075.783,00 5,06 

Total Belanja 17.750.161.352,00 17.187.824.986,00 562.336.366,00 3,17 

Sumber : esakip ROPK dan SIPD. 

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan 

Gender 

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang 

bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui integrasi 

perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pada Tahun 2025, Dinas 

Pariwisata telah mengintegrasikan prinsip PUG dalam berbagai program dan kegiatan 

sebagai bagian dari komitmen mendukung kebijakan nasional serta mewujudkan 

pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa program/kegiatan 

yang telah mengintegrasikan perspektif gender antara lain: 

1. Pelatihan dan Penguatan Kapasitas SDM Pariwisata melalui Program 

Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata 

2. Pengembangan Destinasi Pariwisata Inklusif melalui Program Peningkatan 

Destinasi Pariwisata 

F. Lintas Sektor 

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang 

bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan 

masyarakat Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, adalah sebagai berikut: 
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Tabel III.14 
 Inventarisasi lintas Sektoral 

No. 
Kegiatan 

Lintas 
Sektoral 

Kontribusi Para Pihak 
Ouput Kelompok 

Sasaran 
Manfaat 

Pihak  Kontribusi Keluaran 
Kelompok 
Sasaran 

 

1 Pengendalian 
Obyek 
Wisata 

1. Dinas 
Perhubung
an 

2. Sat Pol PP 
3. Unsur TNI 

Polri 
 

Membantu 
mengatur 
lalu lintas 
disepanjang 
tempat 
pemungutan 
retribusi 
(TPR) 
 

Jalan 
menjadi 
lancar 

Pengunjung 
wisata dan 
masyarakat 
umum 

Meningkatkan 
kelancaran 
lalu lintas 
disepanjang 
jalan menuju 
kawasan 
destinasi 
khususnya 
destinasi 
yang dikelola 
pemerintah.  
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Bab IV Penutup 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses 

pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, 

akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. 

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi 

penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari 

masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran 

tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari 

visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan 

yang ditetapkan.  

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pariwisata Kabupaten 

Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-

sasarannya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, .4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang 

tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan 

Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan 

target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 130,65% atau 

kinerja kriteria Sangat Tinggi.  

 
Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran 

Dinas Pariwisata Kabupaten bantul  pada tahun 2025 antara lain adalah :  

1. Jumlah Sumber Daya Manusia dan anggaran pendukung sasaran terpenuhi 

2. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang maupun antar stakeholder 

pariwisata 

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut: 

1. Peningkatan promosi pariwisata melalui media on line maupun off line  

2. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi maupun 

fasilitas umum di semua destinasi wisata  

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



 

 46 

3. Peningkatan SDM Pariwisata dan penembangan ekonomi kreatif serta 

penguatan kelembagaan pariwisata 

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator 

yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Pariwisata   Kabupaten Bantul 

khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika 

terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar 

perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya. 
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LAMPIRAN 
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Perjanjian Kinerja tahun 2025 
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Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat  
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Data Dukung Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP pada tautan di bawah : 

https://drive.google.com/file/d/1cSbepHat4tDaEcPlF3BsNPXx1GxrhKXu/view?usp=sha

ring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

https://drive.google.com/file/d/1cSbepHat4tDaEcPlF3BsNPXx1GxrhKXu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cSbepHat4tDaEcPlF3BsNPXx1GxrhKXu/view?usp=sharing

		2026-03-06T08:14:11+0700
	Tandatangan dari aplikasi SURBAN
	Tanda tangan elektronik dari aplikasi SURBAN




